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BUPATI NDUGA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI NDUGA
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA (PUSKESMAS) DI KABUPATEN NDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a.

Mengingat

1.

BUPATI NDUGA, |

bahwa dalam. rangka . meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan dalam  penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional disediakan Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas);

bahwa dengan adanya Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (Puskesmas), agar pengelolaan dan
pemanfaatannya menjadi efektif, efisien dan tepat
sasaran maka perlu diatur penyelenggarannya,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas) Di Kabupaten Nduga perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 47);



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200l tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200l tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Ihdonesia
Nomor 5063); i
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Peniyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Reépublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5&

‘Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

60);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun
2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan

Kesehatan Nasional;

16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang

iy

Puskesmas;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita



Menetapkan :
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Ratun 2018 tentang perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Idonesia Tahun 2018 Nomor 157); -

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada
Fasilitas Kesehatan  Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Nduga Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nduga;

Peraturan Bupati Kabupaten Nduga Nomor 29 tahun 2020
Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Nduga (Lembaran
Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2020 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI NDUGA TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA (PUSKESMAS) DI KABUPATEN NDUGA.

BAB L

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

N

Daerah adalah Kabupaten Nduga.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Nduga.
Bupati adalah Bupati Nduga. :

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga.
Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan atau unit Saran:

Kesehatan Dasar /Rawat Jalan tingkat Pertama baik yang dilengkap:
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rawat inap maupun tidak.

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah
jaminar berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenubi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan keschatan yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan
perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(Puskesmas) yang selanjutnya
disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan
observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/ atau pelayanan
kesehatan lainnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutny:
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentul:
untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar
dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikan.

Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-
OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD
sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-
OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggararn. ;

Pengelola adalah Petugas yang bertugas melaksanakan pengelolaan
Dana Kapitasi - yang meliputi kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan ,
dukungan biaya Operasional Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan
Pengadaan Obat, alat kesehatan,dan bahan medis habis pakai.
Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil
yvang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkarn
dana kapitasi.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalahkepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD vang mempunyai tugas melakéfanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-
OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangarn
pada OPD.
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Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

a.

b.

Sebagai pedoman bagi Pengelola JKN dalam pengelolaan dan
pemanfaatan dana kapitasi JKN di Puskesmas .

Untuk menjamin tertib dan lancarnya pembiayaan pelayanan kesehatan
di Puskesmas.

BAB III UMUM
Bagian Kesatu Sumber Dana
Pasal 3

(1) Dana kapitasi yang dibayarkan kepada FKTP milik Pemerintah

2)

(3)

[€)

4)

Daerah berasal dari BPJS Kesehatan.

Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pads
ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar d
FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.

Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibayarkan
langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dan:
Kapitasi JKN pada FKTP.

Bagian Kedua Penganggaran

. Pasal 4
Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dan:
kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaiman:.
dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada jumlah peserta yang
terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN, sesuai dengar
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKIY
dimaksud pada ayat( 1), Kepala Dinas menyusun Rencana Kerjz.
dan Anggaran OPD (RKA-OPD) Dinas, yang memuat rencans
pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi
JKN. é

Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam
kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dane
Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening



2)

berkenaan.

) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam keiompceic

Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyel, da::
rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan. -

RKA-OPD  Dinas sebagaimana dimaksud pada aysat ()
dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan [Jaerals
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal &
Kepala Dinas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPL (DPA-
OPD) pendapatan dan belanja Dinas sesuai dengan RKA- OPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4, berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.

Tata cara dan format penyusunan DPA-OPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Bupati ini.

Pasal &

(1) Kepala Dinas melalui PPKD mengusulkan Bendahara Dana Kapitasi

JKN pada masing-masing FKTPsetiap tahun anggaran untuls
ditetapkan oleh Bupati.

Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) membuka Rekening Dana Kapitasi JKN.

Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksuci
pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD.

Rekening dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2
disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 7
Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukas:
melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTPdan , diaku:
sebagai pendapatan. g
Pendapatan sebagaimana  dimaksud pada ayat ( 1)digtinakar:
langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakar:

seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitas:
tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.



Pasal 8

(I) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan

2)

(7)

menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja dann
kapitasi JKN setiap bulan kepada Kepala FKTP.

Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisas:

pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut:

a. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dar:
belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bula::
kepada Kepala FKTP dengan  melampirkan  bukti-bukti
pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tangga!
5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.

b. Berdasarkan buku kas tersebut pada butir a, Bendahars
Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatar:
dan belanja FKTP.

Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dar
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas
dengan melampirkan surat pemyataan tanggung jawab Kepala
FKTP paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.(contolt
format surat pernyataan tanggungjawab Kepala FKTP tercanturn
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.)

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaiman:
dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menyampaikan Sura:
Permintaan Pengesahan Pendapatan dan  Belanja (SP3B) FKTF
kepada PPKD.(Contoh format SP3B FKTP tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan Bupati ini).

SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk sis#
dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran
berkenaan.

Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4],
PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan

Belanja (SP2B) FKTP. (contoh format SP2B FKTP tercantum dalam:
Lampiran III Peraturan Bupati ini) .

PPK-OPD Dinas dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas
pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B FKTP dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 9

(1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan mater‘lal atas

(2) Berdasarkan SP2B FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal ©

pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN. d

o<

ayat (6), Kepala Dinas menyusun laporan realisasi pendapatar
dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN.



(3) Laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disajikan dalam Laporan Keuangan OPD vang akan
dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(4) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA

Pasal 10
(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS
dimanfaatkan seluruhnya untuk :
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP
ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana
Kapitasi.

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1
huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitas!
dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

=t [

(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (O
ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usula
Kepala Dinas dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habi:
pakai;

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka
mencapai target kinerja di bidang upaya  keschatas:
perorangan;dan

c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

BAB V
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayana:
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2!
dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bag
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukar
pelayanan pada FKTP. .

(2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dar
tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1!
ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :

a. jenis ketenagaan dan/ atau jabatan; dan

b. kehadiran.



3)

(6)

(7)

©)

Variabel jenis ketenagaan dan/ atau jabatan sebagaimansa

dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut:

a. tenaga medis, diberi nilai 150(seratus lima puluh);

b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diber:
nilai 100(seratus); -

C. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 80(delapan piiluh):

d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60(enam puluh);

¢. tenaga non kesehatan minimal setara D3,atau asisten tenags
kesehatan, diberi nilai 50(lima puluh); dan

f. ténaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25(dua pulu!

lima).

Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkay
tugas administratif, diberi tambahan nilai sebagai berikut:

a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yans
merangkap tugas sebagai kepala FKTP;

b. tambahan nilai 50 (lima pulub), untuk tenaga yang
merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan

¢c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), -untuk ter.iaga yang
merangkap tugas Sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung
jawab penatausahaan keuangan.

Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap
tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara,
diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap pregrarm atac

yang setara.

Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

yang memiliki masa kerja: :

a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi
tambahan nilai 5 (lima);

b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun,
diberi tambahan nilai 10 (sepuluhj; :

c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh:
tahun,diberi tambahan nilai 15 (lima belas);

d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh
lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan

e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nila:
25 (dua puluh limaj.

Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dinilai sebagai berikut:

a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan

b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang
diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh)jam, dikurangi 1 poin.

Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan ke‘dina:s.am olel
pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap:
diberi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.

Jumlah jasa pelayanan(jaspel) yang diterima oleh masing-masing
tenagakesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengar.



menggunakan formula (Permenkes Nomor 21 Tahun 2016) sebagai

berikut:
; O fanggung iawat
" ; fenls Hlaja r{.?n Kap 18nge _‘3" T
Persentase i <] Kena 5 das Programm yang
Kehadiran X LS 4 Aoministiast 4 dipegang
” : 5 X 3-‘._151":;&1‘1 {1203
. 1asa Pelayenan
Total }uml_ah Seluruh Point
Keterangan:

Persentase Kehadiran : jumiah kehadiran dibagi juraish hari kerja dalam 1 butan

BAB VI
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 12

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3!
dimanfaatkan untuk :

a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui UPTD Puskesmas
atau Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat
kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah.

(3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimane
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. belanja barang operasional, terdiri atas:
1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
pelayanan kesehatan luar gedung;
operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
bahan cetak atau alat tulis kantor;

administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;

i - o L

peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
pemeliharaan sarana dan prasarana.

b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(4) Ketentuan mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat
kesehatani, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan
kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam
Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

(5) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI
Pasal 13

(1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahunr
anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun
anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berasa!l
dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka
pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan.

(3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasa!
dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat
digunakan untuk jasa pelayanan Kesehatan.

Pasal 14

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus
dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang
dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang bersifa']: teknis
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kenyam

Pada tanggal 19 Mei 2021

Diundangkan di Kenyam

Pada tanggal 21 Mei 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN NDUGA TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN [ PERATURAN BUFATINDUGA
NOMOR : 2.2, TAHUN 2021
TANGGAL : (9 MEI 2021

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor:

Nama FKTP

Kode Organisasi

Nomor /tanggal DPA-OPD
Kegiatan

B N

Yang bertanda tangan di bawah ini

.........................................

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah
diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya
bersumber dari dana JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan

seisavinarawessaeanvgs LT) LU SISO . .\ (8) dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN | ' BELANJA
KODE REKENING Jumlah KODE REKENING Jumlah
................................ il L R L . AT
S (11) YITELRE PCIRa| ..o s1ass (14)

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang

berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat

pengawas. Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian

hari dinyatakan tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bersedia

bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan bersedia

dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

......................................... 15
IR o oo b i i 16)
.......................................... a7
R S (18) ,




Tata Cara Pengisian Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) :

NO ! URAIAN TATA CARA PENGISIAN

1 Diisi dengan nomor SPTJ FKTP

2 Diisi nama FKTP;

o Diisi kode FKTP;

4 Diisi nomor dan tanggal DPA yang bersangkutan,;

S Diisi kode kegiatan ;-

6 Diisi dengan nama Kepala FKTP yang bersangkutan ;

3 Diisi dengan Bulan Berkenaan ;

8 Diisi dengan Tahun Anggaran Berkenaan ;

9 Diisi kode rekening pendapatan sesuai Bagan Akun Standar;
10 | Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan,
11 | Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan,;

12 | Diisi kode rekening belanja sesuai Bagan Akun Standar;

13 | Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
14 | Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;

15 | Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ;

16 | Diisi Nama FKTP yang bersangkutan;

17 | Diisi nama Kepala FKTP yang bersangkutan ;

18 | Diisi NIP Kepala FKTP yang bersangkutan.




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI FDUGA
NOMOR: QR TAHUN 2021
TANGGAL : / j MET 2021

DINAS KESEHATAN KABUPATEN NDUGA

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)
................. (01}
: Tapggal -oocieeeneiceee. oonne BEZA TN (o) 11 ¥o) o RS DL P w03
Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga memohon kepada:
Bendahara Umum Daerah selalu PPKD
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja sejumlah
Lsaldo dale SR alh i ! (04)
2. Pendapatan

3. Belanja
4. Saldo Akhir
Untule Bulan: coamnin e i v s (08) Tehun ANPEARATN 0 mmsmav {09}
Dasar Pengesahan
Urusan
Organisasi
Nama FKTP
Program Kegiatan |
PENDAPATAN BELANJA i
Kode Rekening Jumlah Jumlah |
]
|
................................ ¢ [ERURRERSESGNEY, | | | R BWSCRRER R, s sigesiisiion T i
Jumlah Pendapatan RDE s o {173 Jumlah Belanja Rpse.sase e (20)
[T kT autekitaie. o s e i

Kepala Dinas Kesehatan




Tata Cara Pengisian Format SP3B Satuan FKTP :

NO | URAIAN TATA CARA PENGISIAN
1 | Diisi uraian narna Satuan FKTP;
2 | Diisi tanggal SP3B Satuan FKTP;
3 | Diisi nomor SP3B Satuan FKTP;
Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B Satuan FKTP bulan
4 | sebelumnya. Khusus untuk saldo bulan Januari, diisikan jumlah saldo
akhir Dana JKN Tahun Anggaran sebelumnya ............ :
5 Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalarn kas Satuan
Pendidikan Negeri; , '
6 Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas Satuan FKTP
7 | Diisijumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja);
8 | Diisi periode bulan berkenaan;
9 | Diisi Tahun Anggaran berkenaan,
Diisi dasar penerbitan SP3B Satuan FKTP, antara lain:
10 | Nomor Peraturan Daerah tentang APBD /Perubahan APBD, dan Nomor
serta tanggal DPA-SKPD Dinas Kesehatan;
11 | Diisi dengan urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan:
12 | Diisi dengan Organisasi yaitu Dinas Kesehatan;
13 | Diisi degan narna Satuan FKTP;
Diisi kode program dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan;
14 |5 %%
G diisi kode kegiatan (dua digit)
- diisi kode program (dua digit)
15 | Diisi kode rekening pendapatan sesuai Bagan Akun Standar;
16 | Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;
17 | Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan;
18 | Diisi kode rekening belanja sesuai Bagan Akun Standar;
19 | Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belania;
20 | Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
21 Diisi lokasi instansi penerbit SP3B Satuan FKTP dan tanggal penerbitan
' SP3B Satuan FKTP; ;
22 | Diisi nama Kepala SKPD Dinas Kesehatan,
23 | Diisi NIP Kepala SKPD Dinas Kesehatan.




LAMPIRAN IIl PERATURAN BUFATI - UGA
NOMOR : 22 TAHUN 2021
TANGGAL : /3 MEI 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Nomor SP3B FKTP ... (01) |Nama BUD/Kuasa BUD  ............. (G3)
Tanggal A02) ITemgeel ™00 e (06)
Kade dan Nama OPD .. (03) |Nomor e (07)
Nama FKTP (04) |Tahun Anggaran St (08}
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah:
Saldo awal | o R o (09)
Pendapatan | 20 o IETRORS SRS (10)
Belanja KD ssromnemrpsmiism (11)
Saldo akhir R it svdasans (12)
(11 ) o Tanggel oisnamaidiis
g | BRSO ISP S SE LR
........................... o 1. || R PR
I e i IR i it




Tata Cara Pengisian Format SP2B FKTP :

NO [URAIAN TATA CARA PENGISIAN

1. |Diisi dengan nomor SP3B FKTP;

2. |Diisi dengan tanggal SP3B FKTP;

3. |Diisi dengan Kode dan Nama OPD Dinas Kesehatan yang
bersangkutan ;

4, |Diisi dengan nama FKTP pada OPD Dinas Kesehatan
yang bersangkutan;

5. |Diisi dengan nama BUD /Kuasa BUD;

6. |Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan
Belanja (SP2B) '

7. |Diisi dengan nomor penerbitan SP2B FKTP;

8. |Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B FKTP;

9. |Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3B
Satuan

10. |Diisi dengan jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3B
FKTP;

11. |Diisi dengan jumlah belanja yang tercantum dalam SP3B FKTF;

12. |Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3B
Satuan

13. |Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B

- |Satuan

14. |Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD)

15. |Diisi dengan nama BUD/ Kuasa BUD;

16. |Diisi NIP BUD /Kuasa BUD yang bersangkutan.




LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NDUGA
NOMOR : 2.2 TAHUN 2021
TANGGAL : [ 3 MEI 2021

RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANIA DANA BOS
TAHUN . T
pada ... o b

No. URAIAN TRINGLILAN JUMLAH
TRIWULAN 1 TRIWULAN 11 |TRIWULAN (11| TRIWULAN 1V

A SALDO AWAL
KAS TUNAI
KAS DI BANK

%}

N

[:] PENDAPATAN
PENDAPATAN BOS ( Murnl )
PENDAPATAN BUNGA BANK

Ni=

C PENGGUNAAN

BELANJA PEGAVAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL

WIN |-

O |siSA DANA ( A+B-C)
KAS TUNALI
KAS DI BANK

N|=

Rincian Belanja Dana BOS sebagail berikut:

No. URAIAN IFIARLT LI JUMLAH
TRIWULAN | TRIWULAN I TRIWULAN I TRIVWU LAN IV

1]BELANJA PEGAWAI
Honorarium Guru Tidak Tetap
Honorarium Pegawal Tidak Tetap

Z|BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja ATK
dst
Dst

3|BELANJA MODAL
PERALATAN DAMN MESIN
Alat Kantor
Komputer
dst
Dst

GEDUNG DAN BANGUNAN
Bangunan Gedung Tempat Karja
Bangunan Gedung Kantor
dst
Dst

JALAN, IRIGASI,DAN JARINGAN
Jalan
Jalan Negara/ Naslonal
dst
Dst

ASET TETAP LAINNYA
Buku
Buku Umum
dst
Dst

Keterangan:

1. Penggunaan Belanja daridana JKN disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

2. Agar dapat dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pernerintah Kabupaten Nduga, susurnan Relkeiing
Belanja sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS) pada Peraruran Meniteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 0 13
Tentang Penerapan Standar Ak untansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Douerels,

BB o cvicninen snconansnsninal, )
Bendahara,

Mengetahui:
BROPLEL. . i s icninssiiaiipl]

Nama Nama

Pangkat Pangkat

#



TATA CARA PENGISIAN RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA JKN

URAIAN PENGISIAN

Diisi dengan tahun perolehan dana JKN

2. |Diisi dengan nama FKTP
3. |Diisi dengan nama Kepala FKTP
4. |Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan laporan




LAMPIRAN V PERATURAN BUPATINDUGA
NOMOR : 2.2, TAHUN 2021
TANGGAL : |/ j MEI 2021

SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN
(Penjelasan Penvebab Terjadinva Kesalahan Pada SP3B JKN)

BB caiiniviti s el i e s s s g (1)

1. Nama FKTP . R S S TS (2)

2. Kode Organisasi £ § Ao W A S (3)

3. Nomor/tanggal DPA-OPD @ ..., (4)

4. Kegiatan SP3B JKN i ookl PR R (5)

5. Tahun Anggaran . SR P TP VE T Y (6)
Yang bertandatangan di bawah ini Kepala ............. (7) menerangkan
dengan sesungguhnya, bahwa terdapat kesalahan pada SP3B JXN
TICEADE  § st v wins (8] Tewpead oo (9), yang telah diterbitkan SP2B
IR DRI s ssuiinms PIC))  TRRERREEE - o 411), OlEh  EEiiE

itu, mohon dilakukan pembetulan atau jumal koreksi.

Adapun penjelasan penyebab terjadinya kesalahan pada SP3B J<{N
tersebut adalah sebagai berikut

TERCATAT SEHARUSNYA

No. | KODE KODE KETERA
REK URAIAN | NOMINAL | RER. URAIAN | NOMINAL | o\

R0 e — i 1 L o imine S0 A (AP i (18)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

................. i R e s s et R
Kepala FKT

...................................................... (20)
B s bR AR R (21)



TATA CARA PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KOREKSI
(Penjelasan Penyebab Terjadinya Kesalahan Pada SP3B JKN)

2
]

URAIAN PENGISIAN

Diisi dengan nomor Surat Keterangan dari FKTP yang bersangkutan

Diisi nama FKTP yang bersangkutan

Diisi Kode FKTP yang bersangkutan

Diisi tanggal dan nomor DPA JKN yang bersangkutan
Diisi Triwulan I/II/III/IV :

Diisi Tahun Anggaran berkenaan

Diisi Kepala FKTP yang Bersangkutan

Diisi nomor SP3B JKN yang terjadi kesalahan

OO+ | W[N]

Diisi tane:e:al SP3B JKN yang terjadi kesalahan

10|Diisi nomor SP2B JKN dari SP3B JKN yang terjadi kesalahan

11|Diisi tanggal SP2B JKN dari SP3B JKN yang terjadi kesalahan

12|Diisi kode rekening pendapatan atau belanja yang terjadi kesalahan

13|Diisi uraian rekening pendapatan atau belanja yang terjadi

14|Diisi dengan jumlah/nominal rekening pendapatan atau belanja

yang terjadi .

15|Diisi kode rekening pendapatan atau belanja yang benar

16|Diisi uraian rekening pendapatan atau belanja yang benar

17|Diisi dengan jumlah/nominal rekening pendapatan atau belanja

yang benar

18|Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya kesalahan pada SP3B

19|Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan

20|Diisi Nama Kepala FKTP

21|Diisi NIP Kepala FKTP
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